KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Realisasi Komitmen Ditunggu

Kamis, 06 Januari 2022
: Kompas
03

Realisasi
IKOoOmmitimmen
Ditungsgsu

Pemerintalh berharap DPR mengesahlkan RULTF Tindalc
Pidana Kekerasan Selksual menjadi RUUT indsiatif DPR
dalarm masa sidang vang akan datang. Masvaralkat sipil
alkan terus Mmengavwal pembahasan RUU itu agar inklusift
clan pasal-pasalntyva berperspelkrif lcorban.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerin-
tah dan Dew=an FPerwakilan
Rakyat sudalh sama-sarnma nme-—
nyampailkan komitmen untuk
mempcecrcecepat prembahasan
dan pengesahan Ranocangan
Tmdangs Undang Tindak Pida-
na Kekerasan Seksual guna
melindungi warga negara dari
kekerasan seksual yvang me-
rebak. Masyvarakat sSipil ber-
Twarap komitmen tersebut di-
wigjudkan dalam bentiuak nyata
dengan membahas RUU se-
cara inklusif dan memastilkan
sernua pasal MAang mer—

_berikan jaminan perlindung-

an bagi kworban masulc daftar
inventarisasi masalaky dari
pemerintah_ -

Menteri Hukurm dan Hak
Asasi Manusia Yasonna | F
T.aoly, menegaskan. pemerin-
tah siap Mmembahas RIJLT Tin—
dalk Pidana Kekerasan Seksual
CTrPEKS) hersama DPR. Karena
itu,  pemerintal: mengharap-
kan DPR segera menyvelesai-—
kan pembahasan draf ®RULS
TPIKS yang merupakan ini-
siatif letmbaga legislatif.

TRUL T'PKS ini awdalals usual
inisiatif dari DPR dan masily
ada ganjalan di DPR sehingcsa
belum dibxvwa ke rapat pa-
Figpuria. Mengingat urgensi
RUIU itu. kami harapkan da-
lanm masn sidang yvang akan
datang sudah disahkan men-
Jadi RUL] inisiatf DPR Jdan
dikirim ke Presidern. Densgan
demikinn., Presiden juga bisa
segera mengeluarkan surpres
menunjuk menteri yang me-
~wraladli pemerintah wurntulc
mmembahas RLJLF tersebut ber-
sama DPR.” ajar Yasonna. Ra-
bu (5/1/2022).

Pada Selasa (4/1). Presiden
Joko Widodo meminta jajar-
annys segera menyiapkan
daftar inventarisasi imasalalh
CINVID meski draf RUL TPKS
belum selesai disusun DPR.
Pembahasan diharapkan bisa
segera berrjalan begita DPRR
mengusulkan RUL) TPKS ke-
pada pemerintah. Selain ita,
Ppembahnasan tinglkat dua oleh
DPR dan pemerintah juga bisa
selesai  lebih cepat karena
Iangsung masuk ke substansi.
Percepatan pembahasan  ita
penting untuk memberilkan
kepastian hukum dan men-

Jaanin perlindungan Trargsi
korban kekerasan seksual.

Adapun RIUILT TPEKS uarung
disahizan menjadi RIUILT ini-
siatif DPR di rapat paripurna
penuntupan masa sidang pada
16 Descmber 2021, Aldibatnya,
draf RUU TPKS yuang telah
disetuiui di Badan l.egislasi
(Baleg) DPR belum dapat di-
usulkan kepada Presiden un-
tuk ditindaklanjuti. Adapun
setelah menjalani reses, IDPR
kembali bersidang pada 11 Ja-
nuari 2022,

Kepala Pusat Perencanann
Fiuilaim Nasional 1Djolko Pudji-
rahardjo menjelaskan., RUIUT
TPKS masih  dalam proscs
pembahasan tinglkat I di DEPR.
Karena belum sclesai dibahas
pada 2021, RUU ita dima-
sukkan kembali dalam daftae
Prolegnas Prioritas 20220

TIrari _sisi komitmen. ko-
inginan Presiden sudah men-
dapat perhatian dari pimpin-
ann DPR schingga kedua bhelah
pihalk sudalh sata permabannm-
aEr,”” LECnpREIyar.

DPR siap kebut

KHetua DPR Puan MNMaharani
melalui keterangan tertulis-—
nya  mengatakan, DPR me-
nyambut baik respons positif
Presiden wang mendorong
percepatan pengesahan RUILT
TPKS. Dia memastikan RUU
TPKS akan segera disahlcan
sebagai inisiatif DPR.

“Baleg DPR sudah meram-—

pungkan pembahasan IRLTLY
TPKS. Pengesahan RULF
TPKS sebagai inisiatif DPR

akan dilakualkan dalaomnm apat
paripurna setelah reses untuk
kermudian kami kirimilcan ke-
pada pemerintah scehingesae da-
pat ditindaklanjati,” katomya.

DPR bertekad memperce-
pat pembahasan RUU "TPKS
bersama pemerintakb. Puan
berharap ada pembahasan
yang progresif dari perwaldlan
Pemerintah bersama DPR
agar pengesahan RUU TPKS
bisa dikebut sesuai aturan.

Ketun Panja RUU TPKS
Willy Aditya menambahkan,
terdekat yang akan
dilakulkan ialalh mengesalilcan
cdraf RITLT TPKS sebagai RULUY
inisiatif DPPR dalam Rapat Pa-
ripurna DPR.

Lindungi korban

Komisioner Komisi Nasio-
nal Antikcekerasan terhadap
Perempuan Theresia Iswarini
mengatakan, pernyvatazn Pre-
siden -Tokowi secara politik
seharusnya juga dijadikan da-
sar bagi Kementerian Pem-
berdayaars Perernpitian dary
Perlindungan Anak serta Ke-
menterian Fiunkurm darr Hadc
MAsasi Manusi wntols rmeri-
perlkuat  kualitas  pelayanan
penanganan korban kekeras-—
zun schksuall

Terlait dengan immbauan
Presiden agar masynrakat sipil
mengavwal legislasi, Theresia
mengatakan, pembahasan di
DPIZ haaruis dibuka  seluas-
ITuansnya. Aspirasi, terutania
yung dapat mendaorong keke-—
rasan scksual dihapuslkan, di-
harapkan  diatur dalam pa-
sal-pasal dalaan BRUOU TPKS.
Misalnya, kcectentuan menge-—
11z adanya persetujuan dalam
hubungan scksual_

Flal itu semestinya dilihat
sebagmai bagian dari konscp
hulkumnm dan tidak seharusniya
dicampuradukkan denmEan
konsep moral. Konsep per-
setujuan sebagai konscep hu-
IcrsTi dimaksuadican untulc
membulktikan adany=a niat jo-
hat dalam sebuah hubungan.

~Bahwa ada dinamika po-
litilkk di DPR itu bhenar. FHulkuam
itu, kan, produk politils, dari
kepala orang yang berbeds
reda. WNannun, satu pemahbarm -
an s:uma yang haroes dibangon
adalalh bhahwa pembahasan re—
sulasi ini harus mengsgsunakan
pe sektif korbarn,” ujar The-—
resia.

Sccara terpisal, konsualtan
Jender dan halk asasi manusia
Turggesal Pawestri mensga—
takan, pernyataasn Presiden
Poenting, tetapi yang lebih pen-
tinng kIagi adadaih bukti konkret
dari vceapan ita. Kelompok pe—
rempuan sudah sejak bebe-
rapa talman Ialu meminta Pre-—
siden mendorong percepatan
pembahasan RUL TERS.

TKalau mau RULJ] TPKS ini
myenjadi legoacy., pemerintal
harus memastikan semua pa-
sal yans memberikan jaminan
perlindungan bagi korban ma-—
sulk dalarm DI pemerintah.”™
atn Punpgegal. (RERK/DEAS
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